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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri
Agama Republik IndonsiaNo. 158/1997 danMenteri Pendidikan dan
Kebudayaaan dan  No0.0543 b/U/1987Tertanggall2Januaril988.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No. el NamalLatin | Namalatin Keterangan
Arab
1. \ alif Tidak
i dilambangkan
2. < ba’ B -
3. < ta’ T -
4. < sa' § S dengan titik di
atas
5. a jim J -
6. z ha' h Ha dengan titik di
j bawah
7. ¢ kha’ Kh -
8. 2 Dal -
9. 3 zal ~ Zet dengan titik di
atas
10. B ra’ R -




11. J Zai Z -

12. o Sin S -

13. o syin Sy -

14. o= sad S Es dengan titik
' dibawah

15. o= dad d De dengan titik di
i bawah

16. L ta’ ¢ te dengan titik
i dibawah

17. L za’ zet dengan titik di
‘ bawah

18. i ‘ain , Koma terbalik

diatas

19. ¢ gain G -

20. < fa’ F -

21. ] qgaf Q -

22. < kaf K -

23. J lam L -

24, B mim M -

25. O nun N -

26. 5] waw W -

27. -2 ha’ H -

28. s hamzah : apostrop

29. ¢ ya’ Y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.
42l : ditulis Azmadiyyah
C. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi 7a’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,
kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: 38 kdll - Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.
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2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”
Contoh: dalk :Talhah
Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan
“
Contoh: 4y Aaall :Raudah al-Jannah
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
dclen - ditulis Jama ‘ah
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
alldess : ditulis Ni ‘matullah
318 ) yhadll - ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N TandaVo Nam HuruflLa Na
0. kal a tin ma
1. Fath a a
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- ah

2 | il Kasr i
- ah

3| o b n Dam u u
- mah

Contoh:

—iS-Kataba

Fi—Su'ila

2. Vokal Rangkap atau Diftong

ganantaraharakatdan huruf,transliterasinya sebagai berikut:

<l Yazhabu

S Zukira

VokalrangkapbahasaArabyanglambangnyaberupagabun

No | TandaVokal Nama HurufL Nama
atin

1. o Fathahdan ya’ ai Adani

2. BY Fathahdan waw au Adanu
Contoh:
s : Kaifa Jds>  :Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat
dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No | TandaVok Nama Latin Nama
al

1. [ Fathah dan alif a a bergaris atas

2. | & Fathah dan alif a abergaris atas

layyinah
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3. = Kasrah dan ya’ I i bergaris atas
4. » Dammah dan il u bergaris atas
waw

Contoh;

Oz : TuhibbUuna

Ol . al-Insan

) : Rama

Jé: Olla

. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof
Al - ditulis a’antum
i 5a - ditulis mu annas

. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalalah yang

berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka

dihi

L

2.

3.

langkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wama lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wajalla

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

o)Al - ditulis al-Qur’an




6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya.
raxll: ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf

yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:
AVES :Muhammad
250 - al-Wudd

I. Kata Sandang “J) «
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I .
Contoh:

ol Al : al-Qur’an
) - al-Sunnah
J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman



Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dlI.

Contoh:
Al Al - al-Imamal-Ghazall
il aadl :al-Sab 'ual-Masanl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf

kapital tidak digunakan.

Contoh:
Al e Dyl . Nasruminallahi
Lasan yaY) . Lillahial-Amrujamia

. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja.
Contoh:

Ol asle el : inya’ ulimal-Din
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L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada
huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi
ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh :
OB s sed ) o) : wainnallahalahuwa khair al-razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut.

PO TN - ditulissyaikhal-1slam atausyaikhul Islam
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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM (STUDI MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN PEMALANG)

Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.

Perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang
sudah lama dilakukan masyarakat Kabupaten Pemalang. Masyarakat
Kabupaten Pemalang umumnya menyewa sound system untuk
memeriahkan acara, seperti pesta pernikahan, kegiatan keagamaan
maupun untuk memeriahkan adat atau tradisi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian
sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan
kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan
pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis
sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada
empat klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara,
dan do kumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan
senyata-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan
dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian sewa-
menyewa sound system di Kabupaten Pemalang masih terdapatbeberapa
kejadian-kejadian wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sound
system. Wanprestasi ini berupa tidak melakukan apa yang semestinya
dilakukan dan melakukan apa yang semestinya tidak dilakukan. Pemilik
sound system meminta ganti rugi kerusakan sound system yang
diakibatkan kesalahan dari pihaknya dan tidak memberikan apa yang
sudah disepkatai dalam perjanjian sewa menyewa. Akibat Hukum yang
timbul karena adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ini
adalah perjanjiannya menjadi cacat. Selain perbuatan wanprestasi ini
juga memiliki dampaknegatif bagi pemilik sound system yaitu sound
systemnya tidak lalu dan berkurangpenyewanya.

Kata kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Sewa Menyewa
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ABSTARCT

EFFECTS OF TORT IN SOUND SYSTEM RENTAL
AGREEMENTS (STUDY OF MUSLIM COMMUNITIES IN
PEMALANG DISTRICT)

Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.

The sound system rental agreement in Pemalang Regency has
long been carried out by the people of Pemalang Regency. The people of
Pemalang Regency generally rent sound systems to enliven events, such
as weddings, religious activities or to enliven customs or traditions. The
purpose of this study is to determine the legal consequences of default in
the sound system rental agreement in Pemalang Regency.

The method used in this study is a qualitative approach, the aim
is to produce descriptive data, with oral and written statements. This
study uses two types of data sources, namely primary data sources and
secondary data sources. There are four classifications for digging up
information, namely observation, interviews, and documentation. The
goal is for the data collected to be as real as possible. The methods in
the analysis are data reduction, data presentation, and drawing
conclusions. The goal is for the analysis to be maximized.

The results of the study show that in the sound system rental
agreement in Pemalang Regency there are still several incidents of
default carried out by the sound system owner. This default is in the form
of not doing what should be done and doing what should not be done.
The sound system owner requested compensation for damage to the
sound system caused by his mistake and not providing what had been
agreed upon in the lease agreement. The legal consequences arising
from the breach of contract in this lease agreement are that the
agreement is invalid. In addition, this breach of contract also has a
negative impact on the sound system owner, namely that the sound
system is not used and the number of tenants is reduced.

Keyword: Legal Consequences, Default, Lease
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup tentu
memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan
primer, sekunder, maupun tersier. Di dalam kehidupan sehari-
hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian
untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan
sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang
berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah
perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari
perjanjian yang dibuatnya.t

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana dua orang
atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan
suatu perbuatan tertentu. Suatu perjanjian haruslah memenuhi
persyaratan yakni sahnya perjanjian yang telah di atur dan
tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu para pihak atau
satu sama lain mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk
membuat suatu perikatan atau perjanjian, suatu hal tertentu, dan
suatu sebab yang halal.> Dengan terpenuhinya empat syarat
sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi
mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat
perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian secara umum diatur dalam Buku Il
KUHPerdata yang kententuan aturannya diatur dalam Pasal 1313
KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

!Lukman Santoso Az, “Aspek-aspek Hukum Perjanjian”, (Yogyakarta:
Penebar Media Pustaka, 2019), 48.

2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”,
(Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), 339.



dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu jenis perjanjian
yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia adalah perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1548
KUHPerdata didefinisikan dengan perjanjian sewa menyewa
ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari
sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran
suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah
disanggupi pembayarannya.

Di dalam sewa menyewa, yang menyewakan (pemilik)
hanya memberikan hak pemakaian dari benda tersebut,
sedangkan hak milik tetap berada di tangan yang menyewakan.®
Sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada
pemilik benda tersebut. Hubungan hukum yang ada di antara
pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul
sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian tertulis secara notariil ataupun di bawah tangan yang
disebut dengan perjanjian sewa menyewa.

Namun dalam kenyataannya, perjanjian sewa menyewa
yang telah dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak masih
tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan salah satu pihak
tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Sehingga
hal demikian dapat digolongkan kedalam perbuatan yang disebut
dengan wanprestasi.

Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang
telah disepakati dan ditetapkan di dalam suatu perikatan baik
perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang
timbul karena Undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu
ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesengajaan maupun
kelalaian dan karena keadaan memaksa.Jadi diluar kemampuan
debitur, debitur tidak bersalah. Prestasi ialah apa yang menjadi

3Lukman Santoso Az, “Aspek-aspek Hukum Perjanjian”, (Yogyakarta:
Penebar Media Pustaka, 2019), 117.
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hak kreditur dan kewajiban debitur.* Oleh karena itu dalam setiap
perjanjian prestasi merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para
pihak yang sepakat mengikatkan dirinya didalam suatu
perjanjian. Prestasi adalah isi atau bagian penting dari suatu
perjanjian yang harus dipenuhi, apabila ada pihak yang tidak
melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan
didalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan dengan
wanprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani bahwa
terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa
sound system. Wanprestasi tersebut berupa perbuatan
pembatalan sepihak oleh pihak penyewa sound system. Hal itu
menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik sound system.

Hal itu juga terjadi di Kabupaten Pemalang dimana
terjadi perbuatan Wamprestasi yang merugikan salah satu pihak
dalam perjanjian sewa-menyewa menyewa sound system.
Perbuatan wanprestasi tersebut dilakukan oleh pemilik sound
system. la meminta biaya perbaikan kepada penyewa yang bukan
menjadi tanggung jawab penyewa. Selain itu juga terdapat
perbuatan wanprestasi lain berupa tidak memberikan sound
system yang dijanjikan seperti diawal perjanjian. Dalam Hal ini
pemilik dikatakan lalai karena tidak memenuhi prestasinya.
Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum
Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Sound
System (Studi Masyarakat Muslim di Kabupaten
Pemalang)”.

. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian
sewa menyewa sound system di Kabupaten Pemalang?

4Salim HS. SH. MS, “Hukum Kontrak”, (Jakarta: Sinar Grafika ,2003),5.



2. Bagaimanakah analisis akibat hukum wanprestasi dalam
perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam
perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang.

2. Untuk mengetahui analisis akibat hukum wanprestasi dalam
perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan memperkarya ilmu
pengetahuan hukum khususnya mengenai akibat hukum
wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa sound system
di Kabupaten Pemalang.
2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan
ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak
hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan
permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum
wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa sound system
di Kabupaten Pemalang.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik adalah struktur pemikiran terdiri dari
konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar atau panduan
dalam sebuah penelitian. Kerangka ini diwujudkan dalam bentuk
diagram atau penjelasan.



1. Akad
Akad adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu
hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih
dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan
menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-
masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut
senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian
yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.’
Akad yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat dan
rukun yang ditetapkan.
2. ljarah
ljarah adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak
mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk
memberikan kenikmatan dari suatu barang dalam waktu
tertentu dan pihak yang lain berkewajiban untuk
membayar  kenikmatan  tersebut sesuai  dengan
kesepakatan.®
3. Khiyanah
Khiyanah adalah istilah dalam hukum Islam yang
merujuk pada tindakan pengkhianatan atau penipuan
dalam transaksi atau muamalah. Khiyanah dianggap
sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum Islam, khiyanah
dapat menyebabkan konsekuensi hukum, seperti
pembatalan kontrak atau pengembalian harta yang telah
diperoleh secara tidak sah.
4. Akibat Hukum
Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi
dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek

SLukman Santoso Az, “Aspek-aspek Hukum Perjanjian”, (Yogyakarta:
Penebar Media Pustaka, 2019), 48.
R Subekti, “Aneka Perjanjian”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 39.



hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain
yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang
oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan
atau dianggap sebagai akibat hukum. Sehingga akibat
hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum
atau suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek
hukum.’

F. Penelitian Relevan

Dalam membandingkan dengan sumber penelitian

sebelumnya, penting untuk mengevaluasi hasil penelitian
terdahulu. Beberapa contoh penelitian relevan dengan penelitian
ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda

(2020) dari Universitas Pancasakti Tegal dengan Judul
“Akibat Hukum Wanprestasi Sewa Menyewa
Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana akibat hukum bila terjadi
wanprestasi dari perjanjian tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian library research atau
penelitian  kepustakaan, yaitu penelitian  yang
dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan
hasil penelitian dari penelitian terdahulu.®Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa Rusunawa di kota Tegal mulai
beroprasi sejak tahun 2011. Adapun bila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian ini adalah pengelola dapat
melakukan penyegelan, pencabutan izin sampai
pemutusan perjanjian dan pemberian sanksi administrasi
berupa denda kepada penyewa. Persamaan penelitian ini

50.

"Yati Nurhayati, “Pengantar IImu Hukum”, (Bandung: Nusa Media, 2020),

8M Igbal Hasan, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan

Aplikasinya”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.
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dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad yang
digunakan, yaitu akad sewa menyewa. Namun perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada
objek penelitian, metode penelitian yang digunakan dan
pihak yang dirugikan. Objek penelitian yang dilakukan
oleh Zelda Arsy Zaninda adalah sewa menyewa rusunawa
kota Tegal, sedangkan yang digunakan oleh penulis
adalah sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang. Penelitian yang dilakukan oleh Zelda Arsy
Zaninda menggunakan metode penelitian kepustakaan.
Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian
lapangan. Pihak yang dirugikan dalam penelitian yang
dilakukan oleh Zelda Arsy Zaninda adalah pihak pemilik
usaha, sedangkan dalam penelitian penulis adalah pihak
penyewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda Luthfi
Panjaitan (2023) dari Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan dengan judul “Akibat Hukum
Wanprestasi Dalam Usaha Rental Mobil Yang
Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Usaha (Studi
Kasus M'boy Speed Rents Cars Tanjung Balai)”.
Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian
wanprestasi  dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa rental mobil m'boys speed rent cars Tanjung
Balai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
lapangan, yaitu data yang diambil langsung dari
lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penyelesaian wanprestasi dalam usaha rental mobil ini
diselesaikan dengan cara nonlitigasi (secara musyawarah)
dan litigasi (melalui pengadilan). Persamaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada akad yang
digunakan dan pada metode yang digunakan. Keduanya
sama-sama menggunakan akad sewa menyewa dan sama-
sama menggunakan metode penelitian lapangan. Namun



perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah objek penelitian dan juga pihak yang dirugikan.
Objek penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda
Luthfi Panjaitan adalah sewa menyewa mobil, sedangkan
yang dilakukan oleh penulis adalah sewa-menyewa sound
system di kabupaten Pemalang. Pihak yang dirugikan
dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda
Luthfi Panjaitan adalah pihak pemilik usaha, sedangkan
dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Pardede (2022)
dari Universitas Medan Area Medan dengan judul
“Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa
Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan
barang oleh Balai Harta Peninggalan kota Medan
Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV.
Sibosur)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menegetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian
sewa menyewa kendaraan dinas melalui pengadaan
barang atau jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan  yuridisnormatif ialah yang
berkarakteristik doktrinal yaitu suatu pendekatan yang
membahas asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum
disertai dengan penggunaan data sekunder seperti
peraturan perundang-undangan teori hukum dan dapat
juga berupa pendapat para sarjana yang menyediakan
kerangka bukti atau prosedur pengujian untuk
meningkatkan  kebenaran.  Hasil  penelitian  ini
menunjukan Kedua belah pihak sepakat memilih
menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui upaya
nonlitigasii atau Sengketa yang penyelesaiannya
dilaksanakan diluar pengadilan. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad yang
digunakan dan pada metode penelitian. Keduanya sama-
sama menggunakan akad sewa menyewa dan
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menggunakan metode penelitian lapangan. Namun
perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah objek penelitian dan pihak yang dirugikan. Objek
penelitian yang dilakukan oleh Lestari Pardede adalah
sewa menyewa kendaraan dinas di kota Medan,
Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah sewa
menyewa sound system di Kabupaten Pemalang. Pihak
yang dirugikan dalam penelitian yang dilakukan oleh
Lestari Pardede adalah pihak pemilik usaha, sedangkan
dalam penelitian penulis adalah pihak penyewa.

. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani (2023)
dari Universitas Jember dengan judul “Pembatalan
Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian
Sewa Menyewa Sound System”. Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa
pembatalan perjanjian sewa-menyewa sound system
secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian lapangan, yaitu data yang diambil langsung
dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa
pembatalan perjanjian sewa-menyewa sound system
dapat dilakukan dengan upaya mediasi dengan
mengundang mediator. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan
metode penelitian. Keduanya sama-sama menggunakan
obejek penelitian Sewa-menyewa Sound system dan
sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.
Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah pada pokok masalah yang terjadi dan
juga pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani terjadi
karena pembatalan yang dilakukan oleh penyewa,
sedangkan yang dilakukan oleh penulis terjadi karena
pihak pemilik sound system. Pihak yang dirugikan dalam
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penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya liyani adalah
pihak pemilik usaha, sedangkan dalam penelitian penulis
adalah pihak penyewa.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian yang secara aktual dikembangkan
dan dilaksanakan oleh masyarakat. Maksudnya keberadaan
hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat
dan perbuatan manusia yang terkait dengan lembaga hukum
tersebut yang dikaitkan oleh lembaga hukum tersebut.
Penelitian empiris ini bertujuan untuk menganalisis pola
perilaku dalam berbagai aspek hukum dalam kehidupan
masyarakat yang berinteraksi dan berpartisipasi di berbagai
bidang masyarakat.®

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah cara analisis yang menghasilkan
deskripsi analitis yang mencakup data tertulis atau lisan, serta
perilaku dapat diamati secara langsung. Dalam pendekatan
kualitatif, penelitian menekankan pada kualitas data,
sehingga penting bagi peneliti untuk selektif dalam
menentukan, menyaring, dan memilih data atau informasi
yang relevan dengan materi penelitian, sementara
mengabaikan yang tidak relevan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi di mana penelitian
dilakukan pengamatan untuk memperoleh pemahaman atau
pengetahuan. Penelitian ini melibatkan pengamatan yang
dilakukan di Kabupaten Pemalang.

®Mukti Fajar, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 44.
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4. Sumber Data Penelitian
a. Data primer
Sumber data primer merupakan data yang
diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu
penelitian yang dilakukan di masyarakat secara langsung.

Data Primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh

secara langsung kepada masyarakat mengenai prilaku

(hukum) dari warga masyarakat.°

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari
hasil tinjauan pustaka dan tinjauan dari berbagai macam
literatur atau Bahan pustaka terkait masalah atau
penelitian, juga dikenal sebagai bahan hukum. ! Bahan
hukum ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
utama, atau bahan hukum yang mempunyai otoritas.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada
penelitian kali ini adalah buku-buku, jurnal, maupun
hasil tugas akhir yang berkaitan dengan perjanjian
sewa menyewa dan wanprestasi.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan
petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan

®Mukti Fajar, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156.

1Mukti Fajar, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 157.
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kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia
(KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi
Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti
untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati
kejadian-kejadian dalam masyarakat tertentu pada waktu
tertentu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data
primer.1?
b. Wawancara
Wawancara adalah dialog antara dua pihak dengan
tujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan
tertentu. Tujuannya adalah untuk  memperoleh
pemahaman lebih dalam tentang individu, peristiwa,
kegiatan, dan topik lainnya.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
melibatkan pengambilan informasi dari berbagai laporan,
berfungsi sebagai catatan resmi dengan bukti-bukti yang
asli.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyumbangkan ide
yang berarti menambah, mendukung, memberi komentar
dengan membuat kesimpulan akan hasil penelitian sendiri
dengan teori yang berlaku.®® Data-data yang telah berhasil
dihimpun kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil
penelitian yang sesuai Pada penelitian ini metode yang
digunakan adalah analisi yuridis yang memiliki sifat
deskriptif kualitatif (metode analisis kualitatif), yaitu suatu
cara/metode  analisis dari  hasil  penelitian yang
mengahasilkan data deskriptif analisis, yaitu pernyataan

12Mukti Fajar, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 167.

13 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif &

Empiris,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.



13

tertulis atau lisan yang dibuat oleh responden dan perilaku

mereka yang sebenarnya, yang dipelajari dan diteliti sebagai

suatu yang utuh.!* Oleh sebab itu, peneliti harus dapat

membedakan antara data atau bahan hukum yang relevan

yang tidak ada hubungannya dengan bahan penelitian dan

data atau bahan hukum yang tidak relevan yang memiliki

kualitas yang sama dengan data atau bahan hukum yang

diharapkan atau dibutuhkan. Pada hal ini kegiatan analisis

meliputi

1. Reduksi data

Informasi yang didapat dari hasil lapangan maupun

dari bahan pustaka tentunya sangat beragam, sehingga
perlu dilakukan reduksi data agar data yang nanti akan
menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang
benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan.
Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti
mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga
dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, hal yang dilakukan yaitu

pengelompokan data. Hal ini bertujuan supaya hasil dari
reduksi teroganisir dan tersusun, sehingga mudah untuk
dipahami serta bisa menjadi data yang bisa disimpulkan
serta mempunyai makna tersendiri. Pada penelitian ini
yaitu dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan
mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan akad
sewa-menyewa.

3. Penarikan kesimpulaan

Penarikan/pembuatan kesimpulan adalah sebuah
konsitensi mulai dari judul, tujuan hingga rumusan
permasalahan yang ada. Miles dan Huberman
berpendapat bahwa penarikan kesimpulan/verivikasi

14Mukti Fajar, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 192.
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adalah perumusan maksud dari hasil penelitian yang
dituangkan melalui kalimat dengan singkat padat dan
jelas dan dilakukan secara berulang kali melalui
peninjauan dengan kebenaran dari penyimpulan tersebut,
lebih khusu lagi yang berkaitan dengan relevansi serta
konsistensi dengan judul, tujuan dan permasalahan dari
penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk mempermudah penjelasan dan
pemahaman dari masalah yang akan dibahas, maka peneliti
menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis akibat
hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound
system di Kabupaten Pemalang.

BAB 11l Hasil Penelitian, bab ini memuat tentang gambaran
umum Kabupaten Pemalang, meliputi letak geografis,
keberagaman masyarakat Kabupaten Pemalang,kondisi sosial
ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang, hasil wawancara
informan dan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi

BAB IV Pembahasan, bab ini berisi tentang analisis akibat
hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sound
sytem di kabupaten Pemalang sekaligus sebagai jawaban atas
rumusan masalah kemudian dapat diambil hikmah dan
manfaatnya.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan pada bab 1V, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelitian, menunjukkan bahwa
praktik perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang sudah sah menurut perundang-undangan dan hukum
islam. Namun terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh
pemilik sound system yang menyebabkan perjanjian ini menjadi
cacat. Perbuatan wanprestasi tersebut antara lain:

a. Pihak pemilik meminta biaya kerugian kepada penyewa seusai
acara berlangsung. Sound system yang digunakan pada saat itu
rusak akibat kesalahan penyetelan oleh pihak pemilik sound.
Namun pemilik sound meminta biaya kerugian yang seharusnya
pemilik tidak melakukan hal itu dikarenakan diawal perjanjian
sudah disepakati bahwa jika sound system rusak akibat
kesalahan dari pihak pemilik maka kerugian akan ditanggung
oleh pemilik.

b. Pemilik sound system tidak memberikan sound system sesuai
dengan yang dipesan oleh penyewa, yaitu penyewa memesan
sound dua sayap namun hanya diberikan satu sayap.

2. Akibat hukum yang ditimbulkankaren perbuatan wanprestasi
dalam perjanjian sewa menyewa sound system di Kabupaten
Pemalang adalah adalah perjanjian tersebut menjadi sah bagi
penyewa dan perjanjian tersebut menjadi tidak sah bagi pemilik
sound system.

B. Saran
1. Disarankan kepada pemilik usaha sewa menyewa sound system
agar dapat memberikan apa yang semestinya dilakukan dalam
perjanjian sewa menyewa sound system, karena jika tidak maka
akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
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2. Disarankan kepada pemilik usaha sound system agar lebih berhati-
hati dalam mengoperasikan sound system agar tidak terjadi
kerusakan yang akan meninbulkan kerugian.

3. Disarankan kepada pihak penyewa agar lebih berhatihati dalam
melakukan perjanjian sewa menyewa sound system dan tidak
melakukan perjanjian  lisan atau membawasaksi untuk
menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian.
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